
MASALAH

Hambatan SPBE Sulbar

Sistem yang 
terpisah-pisah 
(silo)

Pengembangan IT 
tidak terencana

Terlalu banyak 
aplikasi

Ketergantungan 
vendor

Atensi Pejabat OPD 
rendah

Pengetahuan SPBE 
kurang

Kompetensi SDM 
TIK terbatas

Perangkat jaringan 
tidak standar

Indeks SPBE Sulbar masih 
kategori cukup dan urutan 

25 dari 34 Provinsi

40% OPD 
belum matang 

menerapkan SPBE

Belum ada pedoman 
implementasi

Ego 
Sektoral

Belanja TIK boros Data 
tidak sinkron

Enggan 
transparan



OPD
OPD

SPBE utama
PEMERINTAH PROVINSI 

(Dinas Kominfo)
Pedoman : Perpres 95/2018 & 

PermenpanRB
Output : SATU DATA & 

INFORMASI 
PROVINSI

SPBE pendukung
UNIT KERJA/SEKTOR

Pedoman : belum ada 
Output : Layanan PUBLIK 

dan Internal 
PEMERINTAHAN

GAGASAN
Integrasi ekosistem digital Pemprov. Sulbar 

dengan penyeragaman tata kelola SPBE OPD

PROV OPD

OPD

Interoperabilitas 
Data dan Sistem

Mini app/e-service SULBAR siap 
supporting ekosistem SPBE/super apps nasional  *



SPBE OPD 
menjadi salah 
satu instrumen 
pembayaran 
25% TPP ASN 
pada indikator 
prestasi kerja

Sistem informasi pedoman dan evaluasi 
https://spbeopd.sulbarprov.go.id 

SOLUSI

Kebijakan pedoman digitalisasi dan 
evaluasi SPBE OPD yang terarah

25 Indikator SPBE OPD

https://spbeopd.sulbarprov.go.id/


HASIL PENERAPAN

ü Progres pengelolaan SPBE OPD makin 
meningkat

ü Sistem mulai terhubung
ü Pembatasan pembuatan aplikasi
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